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I{EPUTUSAI{ BIIPATI I{ALMAIIERA BARAT
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TENTANG

PEI{TINJIII(AIT BENDAIIARA PENGELUARAT{
PADA SATT'AIT I(ER.'A DITAS TELAUTAff DA!{ PERITAfrAI{

Menimbang : a.

I(ABI'PATEN IIALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2OI7

BI'PA?I IIALMAHERA BARAT,

bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Feraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk
kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang
perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 2077;

bahwa Saudari II{SANI AMIR ALI DJEI{ yang diusulkan
oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Halmahera Barat, selaku pejabat pengguna anggaran
dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu
melaksanakan tugas kebendaharaan dalem rangka
pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Halmahera Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan
kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2OL7.

Undang-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;

Undang-undang Nornor 6 Tatrun 2OOO terrtang Perubatran
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Malulru Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmatrera utara, Kabupaten
Halmahera Se1atan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Haknahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara;
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5. Undang-undang Nomor 1 Tahtm 2AA4 tentang
Perberrdah uraa;lt Negara;
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6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

7. Undang-undang Nonnor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2CI46
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmatrera Barat Nomor 6
Tatrun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tatrun Anggaran 2016

l3.Perahrran Daerah Kabupaten Halrnahera Barat Nomor 9
Tahun 2A16 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2Qt7;

l4.Peraturan Bupati Halrrrahera Barat Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmatrera Elarat Tahun Aaggaran
201,7;

Surat Usulan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanart
Kabupaten Halmahera Barat Nomor :

UM.O5O/S7.4LS l2A17k tanggal, Januari 2017, Perihal:
Usulan Bendahara Pengeluaran.
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Menunjuk Saudari IMAIII AIffi A&I 9.JEI{ NIP. 19850623
2O14Og 2 O02 sehagai Elendahara Perrgeluaran pada
Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggararr 2817 dengan atasaa
langsungnya Kepatra Dinas Kelautan dan Perikanen
Kabupaten Halmahera Barat.

Bendatrara sebagaimana dimaksud Dihum Kesatu, dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai
berikut:
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SPECIMEI{
BEITDAHAS PEISGELUABAI{

TANDA TANGAN PARAF

M t
KEEMPAT : Keputusan ini mulai

PBIABAT PARAF

Sekretaris Daerah \I\.Y
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum V
Kadis Kelautan dan
Perikanan W
Kabag. Hukum & Orgs w

Tdnifiuscin: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2- Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Penvakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur lnspektorat l{ab. Halmahera Banat di Jailolo
5. Kepa-la BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6, Kepala Dtsas Kela-utas das Pcrikarr-an Kab. Helrcalrera Barat di Jailolo
7. Yang bersarrg$utan rrrrtuk dan dilaksa:oakan sebagaimana. tnestinya

berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : lL Xanuori 2Ol7


